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ABSTRAK

Dedy Irwansyah, (2022): Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Labuhanbatu Terhadap Perjudian
Online

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya perjudian online
yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dan membahas tentang Bagaimana
pelaksanaan tugas dan penanganan tentang perjudian online oleh Satuan Reserse
Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu dan Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan penanganan tentang tindak pidana
perjudian online oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu.

Penelitian ini bertujuan memberikan informasi kepada para pembaca
tentang pelaksanaan tugas dan faktor —faktor yang mempengaruhi dalam
pelaksanaan tugas yang dialami Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor
Labuhanbatu dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap perjudian online
dan menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat
Labuhanbatu untuk mengetahui tentang perkembangan dalam pelaksanaan tugas
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu terhadap upaya
pemberantasan perjudian online yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor
Labuhanbatu.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan sosiologis atau secara langsung kelapangan. Hasil
pembahasan dari penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan tugas Satuan Reserse
Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu terhadap perjudian online sudah berjalan,
dengan melakukan upaya pre-emtif dan preventif. Kedua yaitu, ditemukannya
faktor — faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas Satuan Reserse
Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu terhadap perjudian online antara lain :
Penegak hukum/ Sumber daya manusia, Kurangnya personil yang melanjutkan ke
pendidikan lanjutan Polisi, Tidak ditemukan barang bukti, Ip addres public
website permainan judi alokasi berada di luar negeri, Rekening bank selalu
berganti-ganti, Data aplikasi pembukaan rekening bank yang digunakan untuk
menerima transaksi judi online tersebut bersifat fiktif, dan Unit yang mengatasi
masalah cyber crime hanya ada ditingkat Polda.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Satuan Reserse Kriminal, Perjudian Online
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.! Hal itu tercantum dalam pasal 1
ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Maka setiap Warga Negara Indonesia harus
menaati peraturan — peraturan yang dibuat di Negara Indonesia karena hukum
bersifat memaksa. Apabila ada yang melanggar hukum tersebut akan dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Hal ini mempertegas kepada
seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib
untuk mentaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam
kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas
hukum. Yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Negara hukum
berdasarkan pada Pancasila ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan
berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai — nilai yang
terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Di Indonesia terdapat 3 lembaga dalam memproses penanganan perkara
yang dimana 3 lembaga ini terdiri dari lembaga Kepolisian, yang apabila
dianalogikan disebut sebagai pintu gerbang penegakan hukum, selanjutnya adalah
Kejaksaan yang berperan sebagai JPU (Jaksa Penuntut Umum) setelah memasuki
pintu gerbang tentu kita mendapati halaman, jadi kejaksaan ini jika dianalogikan
adalah sebagai halamannya penegakan hukum, setelah adanya Jaksa yang

menuntut hukuman terhadap pelaku kejahatan maka lembaga selanjutnya adalah

! pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945



Pengadilan Negeri yang dimana dalam lembaga ini yang berperan adalah hakim
dalam menentukan putusan hukuman terhadap pelaku kejahatan, jadi lembaga ini
apabila dianalogikan adalah sebagai ruangan yang setelah adanya halaman tentu
adanya ruangan yang terdapat dalam sebuah rumah. Seperti itulah Proses hukum
di Indonesia apabila dianalogikan.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang satu lembaga saja,
yaitu lembaga kepolisian. Jadi sebelum kita melanjutkan isi dari permasalahan
penelitian ini biarkan saya sebagai penulis mendeskripsikan dahulu apa itu
lembaga kepolisian dan legalitasnya. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia®, yang dimaksud dengan
Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang — undangan. Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya
dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya
keamanan dan Kketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi

manusia.

? Undang-undang Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia



Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke
kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedangkan organisasi Polri tingkat
kewilayahan disebut Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat
provinsi, Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota,
dan’Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.® Pada
penelitian ini peneliti juga akan memfokuskan pada Kepolisian Republik
Indonesia Resor dan lebih tepatnya pada Satuan Reserse Kriminal yang dimana
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 20 Nomor 52 tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia tugas dari Satuan Reserse Kriminal salah satunya adalah sebagai
penegakan hukum atau penegakan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tugas pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan,
penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan berdasarkan Undang-undang nomor
8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana Yang dimaksud sebagai Penyidik adalah pejabat polisi
negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

® Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 3 Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia



guna menemukan tersangkanya. Sedangkan pula Penyelidik adalah pejabat polisi
negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Sedangkan itu perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang
demikian pesat di Indonesia telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan
masyarakat dalam berbagai bidang, yang secara langsung telah mempengaruhi
lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh
pemerintah dengan diimbangi pembentukkan peraturan perundang-undangan
sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan
masyarakat. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus
dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan
kesatuan Nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan
nasional. Jika tidak maka negara dan bangsa Indonesia akan tertinggal dari
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang terus berkembang
dengan pesat sekali, sehingga negara Indonesia akan selamanya terus menjadi
berkembang bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi “negara gagal”.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi
tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara

signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi

* Undang-undang Pasal 1 nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana



pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif
perbuatan melawan hukum.® Misalnya Penipuan, pelanggaran terhadap hak atas
kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak atau pornografi, hecking, pelanggaran
terhadap kehidupan pribadi (privacy) seseorang, penyebaran virus komputer, dan
pencemaran nama baik serta juga termasuk perjudian yang dilakukan secara
online yang sudah tidak asing lagi di alam maya.

Salah satu yang marak terjadi pada kalangan di era modern ini adalah
Perjudian Online, dimana beberapa kalangan masyarakat memanfaatkan teknologi
yang bersifat menyimpang. Yang mana merupakan perbuatan yang dilarang dalam
norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam penjelasan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik® pada
Bab VII Perbuatan dilarang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan perjudian”. Yang kemudian ancaman terhadap pelanggaran ini diatur
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’,
yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

®> Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung:
Refika Aditama, 2004), h. 1.

® pasal 27 ayat (2) Undang — Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

7 Pasal 45 ayat (2) Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) UU ITE di pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar”. Selain itu
perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, dan
Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan
masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Perjudian adalah permainan di mana pada umumnya kemungkinan
mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya
lebih terlatih atau lebih mahir. Perjudian dalam jaringan (internet gambling,
online gambling atau cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan
dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk
mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya,
perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode
perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau
sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian
yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang
menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi
tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran
matang dan perhitungan — perhitungan adu keberuntungan. Modus ini
menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai Pelaksanaan Tugas

Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu tentang maraknya Perjudian



Online yang ada didaerah Kabupaten Labuhanbatu.® Yang menurut data 4 tahun
terakhir terjadi penigkatan yang signifikan yang dimana data ini langsung penulis
rekap dari Kepolisian Resor Labuhanbatu pada Satuan Reserse Kriminal. Pada
tahun 2018 kasus perjudian online terjadi sebanyak 81 Kasus, lalu disusul pada
tahun 2019 kasus perjudian online terjadi sebanyak 71 Kasus, pada tahun 2020
kasus perjudian online terjadi sebanyak 101 kasus, dan yang terakhir pada tahun
2021 rekapan bulan september terakhir kasus perjudian online terjadi sebanyak
125 kasus. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik meneliti mengenai pelaksanaan
tugas Satuan Reserse Kriminal mengenai maraknya judi online yang ada di
Kabupaten Labuhanbatu.

Dan sebagai contoh baru — baru ini tepatnya pada Kamis tanggal, 02
September 2021 pukul 10:42 WIB. Dilakukan penangkapan oleh Personel Unit
Reskrim Polsek Torgamba membongkar peredaran judi togel Singapura yang
kerap beroperasi di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu. Polisi
menangkap seorang operator judi berinisial SHL dan seorang lainnya masih dalam
pengejaran. Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Parikhesit mengatakan
pengungkapan judi togel Singapura ini berawal dari informasi yang diperoleh
petugas dari masyarakat. Selanjutnya, petugas melakukan penyelidikan dan
mengetahui operasi judi tersebut di salah satu warung di Desa Sei Meranti,
Kecamatan Torgamba.

"Dari lokasi, kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial SHL

(36); Rabu (1/9/2021) di salah satu warung," kata Parikhesit, Kamis (2/9/2021).

& https://medanposonline.com/sumatera-utara/labuhanbatu/judi-di-labuhanbatu-diduga-

marak-kapolres-dan-jajaran-diminta-tangkap-bandar/



Dari tangan SHL, petugas mengamankan barang bukti uang tunai Rp596.000, satu
unit. handphone merek Redmi, tas sandang warna hitam. Kemudian dua blok
kupon, lembaran kertas angka, dan kertas berisi tebakan nomor togel Singapura.
"Informasi yang kami peroleh ada seseorang yang sering melakukan kegiatan
tersebut di wilayah Kecamatan Torgamba," katanya.

Parikhesit mengatakan berdasarkan hasil penyidikan sementara, pelaku
menjalankan aksinya bersama bandar besar NB. Praktik perjudian ini telah
dijalani SHL selama 2 bulan terakhir dengan jangkauan sebaran di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

"Hasil pemeriksaan sementara, pelaku merekap nomor togel dan mengirim
rekapan nomor pasangan melalui pesan singkat ke NB. Setelahnya, pelaku
mendapatkan keuntungan 20 persen,” ujar Parikhesit. Sementara, pelaku dibawa
ke Polsek  Torgamba untuk diperiksa secara intensif.  Untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya SHL dijerat Pasal 303 KUHPidana
dengan ancaman penjara 10 tahun. "Sementara NB saat ini masih dalam
pengejaran petugas,” ucapnya.’

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti
penilitan yang berjudul “PELAKSANAAN TUGAS SATUAN RESERSE
KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU TERHADAP

PERJUDIAN ONLINE”

’ https://sumut.inews.id/berita/praktik-judi-togel-singapura-di-labuhanbatu-dibongkar-

polisi/2 diakses pada hari sabtu, 9 oktober pukul 15:36 WIB


https://sumut.inews.id/berita/praktik-judi-togel-singapura-di-labuhanbatu-dibongkar-polisi/2
https://sumut.inews.id/berita/praktik-judi-togel-singapura-di-labuhanbatu-dibongkar-polisi/2

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk membatasi ruang lingkup
pembahasan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang serta tidak
menyebar kemana — mana isi dari pembahasan dari topik yang akan dibahas.
Maka agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas, peneliti
membatasi masalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dan berfokus
dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Resor Labuhanbatu pada unit Satuan
Reserse Kriminal dalam penanganan Perjudian Online di Kabupaten Labuhanbatu
berdarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
C! Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

penulis merumusakan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian
Resor Labuhanbatu terhadap perjudian online?

2. Apa faktor — faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Satuan
Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu terhadap perjudian
online?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas,

maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :
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a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse

Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu terhadap perjudian
online.

Untuk mengetahui lebih jauh faktor — faktor yang
mempengaruhi  Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse
Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu terhadap perjudian

online.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1)

2)

Menambah ilmu lebih dalam tentang Pelaksanaan Tugas
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu
tentang perjudian online.

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam

menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

b. Secara Praktis

1)

2)

Untuk Penulis: Penelitian ini bisa menambah wawasan
tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse
Kriminal ~ Kepolisian ~ Resor  Labuhanbatu  dalam
menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kabupaten
Labuhanbatu.

Untuk Kepolisian Resor Labuhanbatu: Penelitian ini

diharapkan dapat membantu Satuan Reserse Kriminal



C.

E. Sistemati

11

Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam penanggulangan
maraknya Perjudian Online di Kabupaten Labuhanbatu
3) Untuk Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat
untuk masyarakat umum seiring perkembangan teknologi
yang makin pesat tentang adanya perjudian online dan upaya
yang telah dilakukan Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam
menanggulanginya.
Secara akademis
Dari hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum khususnya
tentang aturan perjudian online dalam upaya kepolisian dalam
menanggulangi  kasus perjudian online di  Kabupaten
Labuhanbatu serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang
sama bagi generasi kedepannya.

ka Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

BAB 1.

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membagi dalam 5 sub
bab yaitu : Latar belakang, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.



BAB 2.

BAB 3.

BAB 4.

KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis akan membahas tentang
Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Labuhanbatu mengenai
perjudian online yang sedang marak di
Kabupaten Labuhanbatu yang mana sangat

berkaitan deengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang
gambaran umum objek penelitian atau lokasi
penelitian dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan menjabarkan jawaban
dari permasalahan yang telah dirumuskan di
dalam rumusan masalah yaitu bagaimana
pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Labuhanbatu terhadap
perjudian Online, serta Apa faktor — faktor yang
mempengaruhi  pelaksanaan tugas Satuan
Reserse Kriminal Kepolisian Resor
Labuhanbatu terhadap perjudian online,
sehingga Kita bisa mendapati hasil yang rapih

dan tersistematik.

12
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UIN SUSKA RIAU

Dalam bab ini penulis menjabarkan kesimpulan

dan saran dari penulisan ini.

PENUTUP

BAB 5.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. - Kerangka Teoritis
1. Teori Pelaksanaan
a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan
pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa
Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.™

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

19 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbentuk Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002)
h. 70

14
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program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

b. Faktor-Faktor Penunjang Dalam Pelaksanaan

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di

lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat
dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana.
Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan
informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat
komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu,
informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau
kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai
tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan;

Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap

program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi
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program khususnya dari mereka yang menjadi implementer
program;

4)  Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures),
yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal
ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena
penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

c. Unsur-Unsur Penting Dalam Pelaksanaan
Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu
proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi
antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses
implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;

2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari
program perubahan dan peningkatan;

3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan
pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu
program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.
d. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-undang RI No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi

Negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian
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harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam pasal 13 Undang-undang No.2

Tahun 2002 telah disebutkan tentang tugas pokok kepolisian."* Mengenai tugas

yang harus dilaksanakan oleh polri diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Adapun tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13

adalah sebagai berikut:

a.

b.

C.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
menegakkan hukum; dan
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Hal ini sebagai rincian tugas pokok kepolisian Pasal 13 yang terdiri dari :

a.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamaanan umum;

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tekhnis kepada
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa;

1 Undang-undang Nomor 2 Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Tahun 2002 tentang tugas
pokok kepolisian
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g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lain;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium porensik dan psikologi kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan
lingkungan hidup dan ganguan ketertiban dan atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia;

J.  Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan
dalam lingkup tugas kepolisian serta;

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan
yang diatur di Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam
rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
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b. Membantu menyelesaikan perselisinan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administrative kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

I. Mencari keterangan dan barang bukti;

J. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat;

I.  Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain : pertama,

kewenangan sesuai peraturan Perundang-undangan (Pada Pasal 15 ayat 2) , dan
Kedua, Wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002: Pada Pasal 15 ayat (2)
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Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang :

a.

Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya;

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam;

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
Satuan usaha di bidang jasa pengamanan;

Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus
dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik
dan memberantas kejahatan internasional;

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing
yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terhadap;
Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional;

Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian.

Pada Pasal 16 ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang

proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
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a. Melakukan penangkapan, penahanaan, pengeledahan dan penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat Memanggil orang untuk
didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian penyidikan;

h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

I. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka
melakukan tindak pidana;

J. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 18 Undang-undang Kepolisian, Selain tugas dan wewenang

yang disebutkan di dalam Undang-undang Kepolisian ini, pejabat Kepolisian
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Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas
dan. wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan
menurut penilaian sendiri ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat
perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik
profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Teori Kriminalitas

a. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat
umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada, tindakan kriminalitas dapat
terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda. Menurut
Soesilo menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam
pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Secara yuridis formal,
kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada.
Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia,
walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undangundang.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan terjadi
karena banyaknya ketidak seimbangan perilaku yang terjadi didalam masyarakat,
disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya dari luar, akan menyebabkan
perilaku anggota masyarakat Cenderung menyimpang dari norma-norma yang
ada, khususnya di lingkungan sosial yang mempunyai peran yang sangat penting
terhadap pembentukan perilaku kejahatan. Seorang Filsuf bernama Cicero
mengatakan Ubi Societas, Ibi lus, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada

hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan
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menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan.
Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang
menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku
kelompoknya.

Secara sosiologi kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku
manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan
menganggu kehidupan bersama. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana
saja dan juga kejahatan harus di perangi karena kejahatan sebagaimana menurut
ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar berpengaruh di dalam
kehidupan masyarakat.'?

Secara Hukum juga mendefinisikan kejahatan sebagai suatu yang menurut
undang-undang dasar adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang
memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk
meresponnya, namun akan tetapi definisi tersebut memiliki kelemahan yang
sangat mendasar yaitu meskipun sebuah aksi yang sangat berbahaya dan
merusak.”®

b. Klasifikasi Kriminalitas

Menurut Soesilo berdasarkan perbuatannya, maka jenis kejahatan
dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan
danyang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Kejahatan dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

12 Astuti, Sosiologi Kriminalitas, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2006), h.3
Ibid
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1) Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban
dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan
menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut
melanggar hukum contohnya, (penganiyaan, penghinaan, penipuan,
kejahatan seks, dan lain sebagainya), dan malah sebaliknya
kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak
dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat
contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan,
pemalsuan dan lain sebagainya.

2) Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya
kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan.

3) Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik,
kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan.

c. Bentuk-Bentuk Tindakan Kriminalitas
1) Pencurian
Pencurian merupakan berasal dari kata curi yaitu berarti sembunyi-
sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah pengambilan property milik orang
lain secara tidak sah tanpa ada izin dari pemiliknya. Pencurian melanggar Pasal
352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman
maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.
2) Tindak Asusila
Asusila yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-

norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan
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masyarakat terutama dikalangan para remaja. Tindakan kriminal ini hukumnnya
penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan anacaman
Hukumanan 9 Tahun penjara.
3) Pencopetan
Pencopetan memliki pengertian yaitu kegiatan negatif mencuri barang
berupa uang dalam saku, dompet, tas, handphone milik orang lain atau yang
bukan haknya dengan cepat atau buru-buru yang tidak di ketahui oleh korban
maupun orang di sekitaranya. Tindakan ini memenuhi pasal 365 KUHP dengan
ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
4) Penjambretan
Penjambretan yaitu merupakan perbuatan atau tindakan negatif dengan
merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan
kerugian meteri yang begitu banyak bagi korban. Penjambretan ini memenuhi
pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
5) Penodongan dengan senjata tajam/api
Bentuk kriminalitas ini adalah perampasan harta benda milik orang lain
yang dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api
sehingga korban yang mengalami ketakutan dan menyerahkan semua harta benda
yang dimiliki secara mendesak. Tindakan kriminalitas ini memenuhi Pasal 368

dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
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6) Penganiayaan

Penganiayaan adalah pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka
pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun
luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiyaan kalau perbuatan
itu bertujuan untuk menambah keselamatan badan penganiyaan ini memenuhi
pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman
Hukuman pidana Penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

7) Pembunuhan.

Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang
dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pengertian
seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi
apakah yang dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dana atau semi sengaja.
Tindakan kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) dengan sangsi Hukuman Pidana mati atau
Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu yang tertentu yang ditentukan
oleh hakim, paling lama dua puluh tahun.

8) Penipuan

Penipuan adalah tindakan sesorang dengan pelaku dengan menipu
rangkaian kebohongan, nama palsu keadaan palsu dengan maksud
menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-
kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita

kebohongan yang seakan-akan terjadi dan benar-benar ada dan nyata.
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9) Korupsi
korupsi sebagai tingkah laku individu atau seseorang yang menggunakan
wewenang dan jabatan yang dimiliki guna mengeduk keuntungan pribadi,
merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam pengertian sosiologi
merupakan sebagai penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan, atau
sebagai penggunaan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, dengan
tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntukan diri sendiri itu dengan sah.
Tindakan pidana ini memenuhi pasal 209 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
pidana) dengan Hukuman 4 tahun penjara.
10) Perjudian
Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan sebagai permainan judi
(harzrdspel) adalah: “Tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk
mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, dan kalaupun
keuntungan itu bertambah besar adalah karena kepandaian dan kemahiran
pemainnya. Yang juga termasuk dalam permainan judi adalah segala pertaruhan
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan
lainnya.
d. Pengertian Kepolisian
Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, memiliki pengertian bahwa Kepolisian adalah segala hal-
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundangundangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang juga



28

disingkat dengan Polri dalam hubugannya dengan pemerintahan ialah sebagai
salah satu fungsi pemerintahan negara di bagian penjagaan keamanan dan
tertibnya masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan terhadap masyarakat, yang mempunyai tujuan untuk terwujudnya
negeri yang aman dan yang meliputi terpeliharanya keamanan dan tertibnya
masyarakat, berdirinya hukum yang adil, berjalannya, pengayoman, perlindungan
dan:pelayanan terhadap masyarakat, serta terciptanya masyarakat yang tentram
dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam hal ini memiliki hubungan dengan kehidupan bernegara, polri ialah
alat negara yang berperan sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
masyarakat, memberikan perlindungan, menegakkan hukum, memberikan
pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam hal terjaganya keamanan
dalam negeri. agar dalam melakukan fungsi dan perannya diseluruh wilayah
Negera Republik Indonesia atau yang juga dianggap sebagai wilayah negara
republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien, serta merata
maka dari itu wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum
masing — masing demi kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia, seperti apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah
wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut
dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian
Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan Kapolri yang bertanggung

jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan
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Kepolisian Daerah yang lebih dikenal dengan sebutan Polda yang dipimpin oleh
seorang Kepala Kepolisian Daerah atau yang sering disebut dengan Kapolda yang
bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan
Kepolisian Resor atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kepala
Kepolisian Resor atau yang sering disebut dengan Kapolres yang
bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian
Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan dipimpin oleh seorang Kepala
Kepolisian Sektor atau yang sering disebut dengan Kapolsek yang
bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat desa atau kelurahan ada pos
polisi yang dipimpin oleh seorang brigadir polisi atau sesuai kebutuhan menurut
situasi dan kondisi daerahnya masing — masing.**

Kepolisian adalah subsistem dari sistem peradilan pidana yang antara lain
terdiri atas Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Permasyarakatan yang cukup
menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan
pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan Kepolisian merupakan
subsistem yang paling pertama langsung berinteraksi dengan pelaku kejahatan dan
masyarakat, sehingga tugas dan tanggungjawab yang dipunya oleh kepolisian
dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem kejaksaan, pengadilan, serta
lembaga masyarakat.”> Dalam Bab | Pasal 1 bagian Ketentuan Umum Poin 1
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia bahwa “Kepolisan adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

' https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/, diakses pada
Sabtu, 9 Oktober 2021 pukul 19.24 WIB.

> Mahmud Mulyadi, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, USU Press, Medan,
2009, h. 8.



30

fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang yang serupa,
Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat Negara yang memiliki tugas
dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum dan menjaga Kketertiban
masyarakat serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada
masyaraka diwilayah hukum masing — masing dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri.*°

Berdasrakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi ialah
suatu Satuan yang bertugas memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan
umum (menangkap orang yang dikira melanggar hukum), merupakan suatu
Satuan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan
ketertiban)."’

Dalam sejarah kepolisian, polisi berasal dari kata Yunani yaitu “Politeia”
yang mempunyai arti adalah menjadi warga Negara Athena. Pada awalnya
pengertiannya berkembang menjadi warga Negara kota Athena dan lalu
berkembang lagi menjadi kota-kota yang merupakan Negara yang berdiri sendiri
yang disebut juga dengan Polis. Maka dari itu Politeia atau Polis ialah semua
usaha dan kegiatan Negara, termasuk kegiatan keagamaan.'® Kata polisi dapat
juga diartikan dengan kata kerja yang mempunyai makna membuat sesuatu

menjadi bercorak, bersifat dan bergaya berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur

'¢ pasal 1 dan Pasal 5 Undang -undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia

" W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1986,
h. 763.

18 Warsito Budi Hutomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta 2005,
h. 5.
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kepolisian. Karena sering disebutkan kata memolisikan, pemolisian yang semua
itu mempunyai makna pada usaha, kegiatan tindakan polisi yang bersifat etis.

Politik juga dari kata-kata Politeia itu sendiri yang muncul atas kata — kata
yang baru, seperti yang dimaksudkan sebagai tata cara mengatur pemerintahan
yang mengatur penegakan peraturan ialah kata polisi yang muncul juga dari kata
politeia, kata “policy” atau kebijakan dan lain sebagainya.®

3. Teori Informasi dan Teknologi

a. Pengertian Informasi dan Teknologi

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan
menyebarkan informasi. Teknologi informasi nyata menjadi tulang punggung
kehidupan manusia. Kalau dahulu komputer dianggap hal yang mewah, namun
sekarang boleh dikatakan siapa saja justru harus dapat memanfaatkan teknologi.
Demikian dengan pesatnya teknologi yang ditandai dengan membanjirnya suatu
informasi. Salah satu penerapan teknologi informasi yang menggelobal adalah
jaringan internet. Melalui jaringan ini dapat dikatakan meniadakan jarak dan batas
dalam penyebaran akses informasi. Disatu sisi ada pendapat bahwa melalui
internet dapat diperoleh semua informasi yang diperlukan. Disisi lain hampir siapa
saja_baik perorangan ataupun lembaga berlomba menampilkan informasinya
dalam internet. Sehingga dapat dipastikan tentu banyak juga informasi yang tidak

benar di internet.?°

9 Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, HIm. 56.
2% Blasius Sudarsono, Pustakawan Cinta Dan Teknologi, ( Jakarta : Ikatan Sarjan lImu
Perpustakaan Dan Informasi Indonesia, 2009 ), h.37.
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Informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai
sumber, yang kemudian diolah, sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat.
Istilah tekologi informasi (TI), sering dijumpai, baik dalam media grafik, seperti
surat kabar dan majalah, maupun meda elektronik,seperti radio dan televisi. Istilah
tersebut merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu teknologi dan informasi.
Teknologi dapat diartikan sebagai pelaksanaan ilmu, sinonim dengan ilmu
terapan.

b. Kilasifikasi Ruang Lingkup Informasi dan Teknologi

Aplikasi teknologi informasi yang tercakup dalam ruang lingkup suatu
sistem informsi, baik itu perpustakaan maupun pusat-pusat dokumentasi dan
informasi, secara umum menurut Suwanto dapat diklasifikasikan menjadi empat
bidang utama:

1) Library housekeeping (perawatan/ pengelolaaan perpustakaan)
merupakan istilah umum yang mengacu pada berbagai macam
kegiatan rutin yang perlu dilakukan agar perpustakaan dapat
berjalan sebagai mana mestinya. Dengan adanya kemajuan
teknologi informasi, dapat dilakukan penggunaan sistem terpadu
yang terdiri atas beberapa modul. Yaitu akutansi atau pengadaan,
pengatalongan, sirkulasi, pengaksesan katalog oleh umum atau
yang dikenal dengan nama OPAC (online public access catalog),
peminjaman antar perpustakaan. Konsep intergrasi akhir-akhir ini
telah diterapkan secara luas pada sistem housekeping perpustakaan.

Istilah sistem perpustakaan yang terintegrasi (integrated library
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system) sering digunakan sebagai indikasi subsistem atau modul-
modul yang ada diintegrasikan sehingga membentuk sistem
informasi tunggal yang berbasis komputer. Hal tersebut juga
mampu melakukan tukar-menukar informasi dari satu modul ke
modul lain dan serentak oleh beberapa modul yang berbeda
sehingga memungkinkan penggunaan dan pemanfaatan data oleh
sistem akan lebih efisien.

2) Information retrieval (temu kembali informasi/ penelkusuran
informasi) secara elektronis petama kali digunakan untuk pencarian
data lokal yang dilakukan dengan mengunakan Kkatalog.
Penggunaan kemajuan teknologi informasi temu kembali informasi
atau yang dikenal dengan penekusuran informasi juga mengalami
kemajuan, yaitu dengan penggunaan sarana-sarana elektronik. Ada
tiga macam sarana dalam penelusuran informasi atau temu kembali
informasi secara elektronik:

a) Menggunakan pangkalan data lokal

b) Menggunakan CD-ROM

c) Menggunakan jaringan wide area network atau yang banyak
dikenal melalui internet

3) General purpose software (perangkat lunak untuk berbagai macam
keperluan) dapat digunakan di lembaga-lembaga yang bergerak di
bidang dokumentasi dan informasi seperti berikut:

a) Word processing: untuk pengolah teks dan pencetakaan
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c)
d)

e)
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Spreadsheets: untuk kalkulasi keungan
Graphics: untuk presentasi statistiuk
Desktop publishing: untuk penerbitan dokumen pustaka

Electronic mail: untuk pendistribusian pesan

4) Library networking (jaringan kerja sama perpustakaan) mempunyai

cakupan yang luas, tetapi biasanya meliputi hal berikut:

a)

b)

Kerja sama antar perpustakaan atau jaringan informasi antar
lembaga-lembaga yang bergerak di bidang informasi yang
sama atau relevan serta pengaitan komputer perpustakaan
lainnya dalam institusi untuk membantu LAN (local area
network).

Pengaitan komputer lembaga pusdokinfo ke kamputer lain
yang jauh jaraknya untuk membantuk wide area network atau
yang sering dikenal berhubungan memalaui internet. LAN dan
WAN adalah jenis-jenis jaringan yang digunakan untuk
automasi perpustakaan yang dilihat dari jaringan geografisnya.
LAN suatu jaringan komputer dengan daerah kerja relatif kecil
dalam satu lokal, sedangkan WAN adalah jaringan komputer
yang daerah kerjanya mencakup radius antar kota, antar pulau,
dan bahkan antar benua. Sebenarnya, masih ada jenis lain yang
disebut metropolitan area network (MAN) dengan daerah kerja

antara 30 sampai 50 km. Hal ini merupakan alternatif pilihan
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untuk membangun jaringan komputer kantor-kantor dalam satu
kota.”
c. Pengertian Perjudian Online

Teknologi merupakan salah satu produk dari modernitas yang telah
mengalami kemajuan begitu pesat. Pada penghujung abad ke-20 telah
diketemukan beberapa karya dibidang teknologi di mana salah satunya adalah
internet. Kehadiran internet memberi dampak yang luar biasa terhadap manusia.
Pada awalnya, teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral, yaitu
bebas nilai, tidak dapat dilekati sifat baik ataupun jahat. Akan tetapi pada
perkembanganya, internet membawa dampak positif maupun negatif. Positifnya
adalah membuka peluang munculnya pihak-pihak untuk menyalahgunakan
internet. Kejahatan lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet
sering disebut dengan istilah cyber crime. Kejahatan dunia maya (cyber crime)
adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi
informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah
rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan
kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan
internet. Cyber crime dapat dilakukan tanpa mengenal batas territorial dan tidak

diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan.
Berdasarkan laporan kongres perserikatan bangsa-bangsa (PBB) X/2000
dinyatakan bahwa cyber crime atau computerrelated crime mencangkup

keseluruhan bentuk baru dari kejahatan yang di tunjukan pada computer, jaringan

21 rj Ati, Dasar- Dasar Informasi, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014) ,h.5-
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computer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang
sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan
computer.

Pengamatan peneliti sebagai pengguna internet aktif, menemukan sebuah
fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang
memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa
pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda. Peneliti menyoroti
sebuah fenomena yang menarik di tengah masyarakat dalam bentuk permainan
judi online. Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa permainan judi online
dalam bentuk website.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masalah yang
telah dikemukakan di atas yaitu judi online menjadi masalah serius akibat
perkembangan teknologi dan kegemaran masyarakat akan olahraga sepak bola
maupun pertaruhan lainnya tersebut. Penyedia jasa permainan judi online
memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan transaksi judi.

Bersamaan dengan kemajuan zaman, permainan judi online pun cukup
mengalami perkembang. Hal tersebut dapat terjadi karena permainan ini memang
memberikan ~ kemungkinan  keuntungan yang cukup besar apabila
memenangkannya serta sangat praktis untuk dilakukan. Selain dikarenakan faktor
perkembangan fasilitas yang mendukung, sebenarnya permainan ini juga
berdasarkan permainan judi yang sudah sangat melekat dengan masyarakat

Indonesia pada umumnya. Fenomena judi online marak terjadi dikalangan anak
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muda dan bahkan tak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang tua, karena
dipicu dengan kemudahan dalam mendapatkan uang yang cepat dan hal lain yang
memicu maraknya judi online ini yaitu karena hasil yang diperoleh sangat besar
serta keefektifan dan sistem yang digunakan lebih mudah untuk melakukan judi
tersebut.

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum serta dapat membawa
dampak buruk bagi mentalnya, ekonomi. Meski demikian, saat ini semakin
banyak macam dan bentuk judi yang kita temukan dalam masyarakat sehari-hari,
baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.
Pada mulanya perjudian sepak bola online yang dilakukan mahasiswa berawal
dari iseng-iseng mengisi kesibukan waktu senggang guna menghibur hati,
menambah keseruan dalam menonton sepak bola, namun lambat laun menjadi
candu untuk menghasilkan uang terus menerus. masyarakat bermain judi tersebut
tidak hanya di warnet, tetapi juga di kos-kosan hingga di smartphone mereka.
Adapun model perjudian dalam permainan judi online bermacam-macam seperti
sistem taruhan menang-kalah-seri dan taruhan dengan voor.

Perjudian yang ada di Indonesia berkembang dengan cepat dan marak
bahkan pada saat orde baru pemerintah menggunakan undian-undian yang hampir
sama dengan judi yang tujuannya itu untuk menggalang dana demi meningkatkan
sarana dan prasarana dibidang olahraga dan sosial. Tidak heran lagi jika pada
masa sekarang masih banyak praktek judi yang berkembang di Indonesia. Apalagi

pada masa sekarang perjudian sudah menjadi semakin modern. Judi-judi seperti
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sabung ayam mungkin sudah tidak ditemui lagi di kota-kota besar. Dan digantikan
dengan perjudian yang menjalar ke dalam dunia maya. Untuk mengatasi hal itu
maka pemerintah telah membuat peraturan — peraturan yang tegas yang
mempunyai tujuan sebagai pemberi efek jera kepada para pelaku perjudian. Para
pelaku judi cenderung lebih menghalalkan segala cara untuk memenangkan suatu
taruhan yang dibuat, sehingga cenderung untuk menimbulkan tindak kejahatan
lainnya. Tergoda untuk memenangkan suatu taruhan, para pelaku judi sering
mempertaruhkan harta dan aset yang berharga. Untuk mengurangi hal negatif
tersebut Pemerintah di semua negara pada umumnya melarang perjudian dan
pelaksanaannya serta penyelenggaraannya dikategorikan sebagai tindak pidana
kejahatan. Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut
pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui
sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal
kelahirannya®

Secara tegas perjudian dinyatakan sebagai kejahatan di dalam KUHP
sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat dikenai pidana. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah.?®
“Permainan yang memakai uang/ barang berharga sebagai taruhan contohnya
seperti main dadu dan kartu.”

Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah®*

%2 sytan Remi Syahdeni, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama
Graffiti, Jakarta, 2009. h. 230.

%% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2005, h. 479.

* 1bid.
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a. Bertaruh satu sama lain sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan
berdasarkan kebetulan yang bertujuan mendapatkan sejumlah uang/harta
yang lebih besar dari pada jumlah uang/ harta semula ditaruhkan.

b. Bermain dadu dan kartu atau sebagainya dengan taruhan uang antara dua
orang atau lebih.

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan sebagai permainan judi
(harzrdspel) adalah: “Tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk
mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, dan kalaupun
keuntungan itu bertambah besar adalah karena kepandaian dan kemahiran
pemainnya. Yang juga termasuk dalam permainan judi adalah segala pertaruhan
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan
lainnya.”25

Perjudian atau permainan yang mempertaruhkan harta/benda dapat juga
diartikan dengan lebih luas lagi yaitu juga termasuk suatu pertaruhan tentang
kalah menangnya suatu pacuan kuda atau dan lain-lain pertandingan, atau segala
pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan diisi antara dua orang
yang tidak sendiri ikut serta dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya
totalisator dan lain-lain.?®

Judi atau perjudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik

2> Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005, HIm. 167.

%6 Dali Mutiara, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1962, h. 220.
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dengan kejahatan”.

Atas pengertian yang telah disebutkan diatas maka dapat penulis
simpulkan bahwa perjudian online adalah permainan yang dibuat untuk
mempertaruhkan sejumlah harta/benda dengan aturan — aturan permainan judi
serta jumlah yang ditaruhan ditentukan oleh pelaku perjudian online tersebut serta
menggunakan alat elektronik dengan akses website perjudian sebagai perantara.

Perjudi online juga merupakan sejenis candu, yang dimana pada awal
bermain yang berniat hanya mencoba — coba lalu memperoleh kemenangan akan
memacu hasrat dan keinginan untuk bermain lagi dan lagi dengan taruhan yang
relatif lebih besar dari taruhan sebelumnya dengan mikirkan semakin banyak yang
dipertarunkan maka akan semakin banyak pula keuntungan yang didapat.
Perjudian online ini dapat dimainkan dimana dan kapan saja selama pelaku judi
online tersebut terhubung ke internet dan banyak waktu yang kosong, serta
sejumlah uang yang akan digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening
tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone yang akan digunakan sebagai
alat-untuk melakukan perjudian online itu. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (2)
jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
adalah?’ « Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan
pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2" Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik
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a. segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya
yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau
bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan
sepak bola antara dua kesebelasan, dimana yang satu bertaruh
dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya, dan yang
satu pada kesebelasan lainnya.

b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan
kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif,
maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam
segala hal mana pun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa
permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada
televisi termasuk juga perjudian dalam pasal ini. Tetapi permainan
kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena
bersifat  hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang
berwenang.

B. ‘Penelitian Terdahulu
Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menyerupai dengan penelitian
yang penulis lakukan saat ini ialah sebagai berikut:

1. Skripsi yang Berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Polsek Semarang Barat),
ditulis oleh Rosihan, Mahasiswa Fakultas Hukum STIKUBANK
Semarang dengan NPM 07.02.51.0033. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilaksanakan oleh penulis ini, diperolen kesimpulan bahwa dipolsek
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semarang barat kebijakan penegakan hukum terhadap penegakan hukum
pelaku tindak pidana perjudian online meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan perjudian online, selain
itu mendukung penegakan hukum yang efektif terhadap ketentuan —
ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang berkenaan dengan perbuatan
atau tindakan perjudian yaitu pembinaan dan pencegahan itu sendiri.
Upaya yang sudah dilakukan oleh Polsek Semarang Barat dalam
mengatasi tindak pidana perjudian online ialah melakukan tindakan
preventif dan tindakan represif. Terbatasnya personil kepolisian yang ada
dipolsek Semarang Barat menjadi Hambatan yang dihadapi oleh dalam
mengatasi Tindak pidana perjudian online yang ada diwilayah hukum
tersebut, pembuktian yang tidak lengkap juga perjudian yang terorganisir
serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi,
pendidikan lanjutan Polisi juga menjadi faktor hambatan dalam penegakan
hukum itu sendiri.

. Skripsi Berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian
Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, ditulis oleh
Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hasil dari
penelitian dan pembahasan skripsi ini yakni Modus Operandi dari
perjudian online sekarang ini terdapat dua metode, yaitu perjudian online
dengan sistem deposit dan perjudian online dengan sistem tunai. Terdapat
dua garis besar Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian online yang

dilakukan oleh anak di Kota Makassar yaitu faktor eksternal dan faktor
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internal. Upaya penanggulanan kejahatan perjudian online yang dilakukan
oleh anak di Kota Makassar terdiri dari tiga upaya, yaitu: preventif, pre-
emtif dan reprensif.

. Skripsi Berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Online di
Kota Makassar, ditulis oleh Risman, Fakultas Hukum Uin Alauddin
Makasar. Hasil dari penelitian dan pembahasan adalah Fakor-faktor
penyebab terjadinya kejahatan perjudian online dikota Makassar meliputi
beberapa faktor diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, Iseng-iseng atau Coba-
Coba, Penyalahgunaan Internet, Lingkungan, Hiburan, Probabilitas
Kemenangan dan Persepsi Terhadap Keterampilan. Pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lebih mengutamakan untuk
perbaikan diri kepada terdakwa agar kiranya bisa menghidupi sanad
keluarganya dengan jalan yang lebih baik tanpa melakukan perjudian lagi,
hal itu di buktikan karena hakim menjatuhkan hukuman lima bulan kepada
terdakwa, tidak menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur didalam
Pasal 303 BIS ayat (1) Pasal 1 KUHP, Agar kiranya terdakwa bisa
memperbaiki diri untuk kehidupan yang jauh lebih baik kedepanyya tanpa

menjadikan perjudian sebagai mata pencarian.



BAB 111
METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari bahasa Yunani : methodos yang berarti cara
atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam
mencapai sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan
pemecahan permasalahan.®

Metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris
dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan
penelitian. Berpikir secara rasional, berarti kegiatan penelitian tersebut dijangkau
dengan cara cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran
manusia. Empiris, berarti sesuatu dengan cara yang dilakukan itu, dapat diamati
oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinya. Sistematis,
berarti proses yang dilakukan pada penelitian itu menggunakan langkah langkah
tertentu bersifat logis dan terstruktur.”

Metode penelitian sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, serta
desain penelitian yang digunakan. Lantas, dalam metode penelitian diperlukan
adanya rancangan yang meliputi prosedur atau langkah yang harus ditempuh,
waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh,

diolah, dianalisis.*

%% Joko Subaryo, Metode Penelitian dalam Teori dan Publik, (Jakarta : Rineka cipta,
2011), h. 1.
29| Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta :

Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 5
% Ibid.
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Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum,
baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan aturan yang sifatnya dogmatis maupun
hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat. Penelitian hukum
pada dasarnya meruoakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka
juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian mengusahaakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan
yang timbuk didalam gejala bersangkutan.®

Agar dapat mudah diketahui dan dikaji dalam menganalisis suatu
permasalahan, penulis menggunakan metode metode yang bersifat ilmiah. Metode
yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian empiris.
Dimana peneliti pada penelitian hukum empiris atau sosiologis sebelum menulis
harus mempersiapkan terlebih dahulu konseptual berupa hukum dalam arti ideal
sebagai das sollen (law in book) yang dihubungkan dalam dunia kenyataan
sebagai das sen (law in action), guna mengungkap adanya suatu gep atau
kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu

realitas sosial dalam masyarakat.*

%1 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum, (Depok : Kencana, 2016), h. 16
%2 Nurul Qamar, Metode Penelitian Hukum,(Makassar : Social Politic Genius,2017), h. 11
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2. Sifat Penelitian

Sedangkan itu Sifat Penelitian ini jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini
adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu
dan-menjelaskan hal-hal yang terhadap dengan atau melukiskan secara sistematis
fakta — fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual
dan-cermat.®® Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata
menggambarkan suatu objek untuk menggambil kesimpulan-kesimpulan yang
berlaku secara umum.®* Dalam penelitian ini penulis akan mendekripsikan penelitian
ini berkaitan dengan PELAKSANAAN TUGAS SATUAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU TERHADAP PERJUDIAN ONLINE.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan Penelitian yang berlokasi di

Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.
C. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
terdiri dari data primer dan data skunder

1. Data Primer

Yaitu data yang diambil dari undang undang, peraturan pemerintah, buku-
buku, jurnal, dan informasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap

narasumber.

# sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7
% Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak.
Psikologi UGM, 1986), h. 3
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3. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder,
juga Ensiklopedia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian sekunder
sebagai pemandu.

D. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang
perlu dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid
dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat
penelitian. Hasil dari pengumpulan data penelitian digunakan sebagai tambahan
informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana Pelaksanaan
Tugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu terhadap perjudian
online

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan
pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan
secara sistematik. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data
dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan

penelitian.
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3. Studi kepustakaan
Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang
berhubungan dengan masalah.*
4. Dokumentasi
Penulis juga akan melampirkan bukti — bukti berupa dokumentasi dari
setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini.
E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data secara
kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan
cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian
lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis,
yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan
dengan teori — teori dari studi kepustakaan , kemudian dibuat kesimpulan yang
berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.*
F. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang
akan diteliti.*” Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai

ciri-ciri yang sama.®

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.

% AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet.1,(Bandung : PT. Citra
AdityaBakti,2004),h. 50

3" Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), h.
122

% Amiruddin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Wali Pres,
2011), h. 119
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Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan

dianggap mewakili seluruh populasi.*® Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik

pengambilan sampel

dengan menentukan Kriteria-

kriteria tertentu yang

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Berikut

tabel sampel dalam penelitian ini.

No Responden Populasi Sampel Presentase

1. SATRESKRIM 8 Orang 8 Orang 100%

3. Tokoh Masyarakat 2 Orang 2 Orang 100%
Jumlah 10 Orang 10 Orang 100%

% Ibid, h.124
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan

beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor
Kabupaten Labuhan Batu terhadap perjudian online sudah berjalan
sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum yang dilakukan personil Satuan Reserse Kriminal
Polres Labuhanbatu dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana perjudian online tidak hanya pada penegakan hukumnya saja,
melainkan dilakukan terlebih dahulu pencegahan dengan cara
sosialisasi, penyuluhan di keramaian-keramaian masyarakat yang
bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang tindak pidana
perjudian online. Ketika pencegahan dengan cara sosialisasi dan
penyuluhan telah dilaksanakan namun tetap ada yang melakukan
tindak pidana perjudian online tersebut maka pihak satuan reserse
kriminal Polres Labuhanbatu akan melakukan tindakan penegakan
hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan

Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Terhadap

61
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Perjudian Online meliputi peraturan hukum itu sendiri, faktor sumber
daya manusia yang meliputi (personil satuan reskrim Polres
Labuhanbatu tidak sebanding dengan tingginya kasus perjudian online
di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, minimnya personil yang
melanjutkan ke pendidikan lanjutan polisi khususnya dibidang cyber
crime yang dengan ilmu pada bidang tersebut dapat melebarkan sayap
dalam melakukan penegakan hukum pada kejahatan-kejahatan dunia
maya), dikarenakan perjudian online, para tersangka dengan mudah
dan cepat menghilangkan barang bukti dengan cara menghapusnya, Ip
addres public website tindak pidana perjudian online memiliki
jaringan yang luas bahkan hingga internasional sehingga memerlukan
personil yang siap dan skema penagkapan yang matang, Data rekening
bank fiktif, sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan
pendalaman, Satuan yang mengatasi masalah cyber crime ini hanya
terdapat pada tingkat Polda saja. Selain itu Budaya Hukum tentang
tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah.
B. Saran
Dari penjelasan penelitian diatas maka penulis dapat menyarankan
beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Didalam upaya pemberantasan perjudian online dibutuhkan
sinerginitas semua pihak, baik dari Kepolisian Republik Indonesia
maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk Kepolisian

Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resor Labuhanbatu pada
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Satuan Reserse Kriminal dalam upaya melakukan penegakan hukum
terhadap perjudian online ini jangan ada istilah tebang pilih, meskipun
perjudian online ataupun tidak, meskipun Bandar besar atau kecil atau
bahkan meskipun taruhannya seribu sampai sekian milyar ribu, semua
harus di berantas dengan cara melakukan penegakan hukum yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tindak pidana
perjudian online ini merupakan suatu penyakit masyarakat yang
meresahkan. Selanjutnya untuk Pemerintah Republik Indonesia
khususnya Pemerintah yang menangani tentang teknologi dan infomasi
agar membantu Kepolisian dengan cara memblokir situs-situs
perjudian online agar tidak ada lagi masyarakat yang dapat mengakses
situs tersebut sehingga menekan tingginya perjudian online khususnya
di Kabupaten Labuhanbatu.

Didalam upaya menghadapi faktor-faktor penghambat dalam
penegakan hukum tindak pidana perjudian online oleh Satuan Reserse
Kriminal Polres Labuhanbatu dibutuhkan Polisi-Polisi yang Presisi
prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan agar
menciptakan Polisi yang dapat menekan tingginya angka tindak pidana

khususnya tindak pidana perjudian online.
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2005

W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
1986

Yesmil Anwar dan Adang, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi

Hukum Pidana, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

2. Website

https://medanposonline.com/sumaterautara/labuhanbatu/judidilabuhanbatudiduga-
marak-kapolres-dan-jajaran-diminta-tangkap-bandar/ diakses pada 9
Oktober 2021

https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/,  diakses
pada 9 Oktober 2021

https://sumut.inews.id/berita/praktik-judi-togel-singapuradilabuhanbatudibongkar-
polisi/2 diakses pada 9 Oktober 2021


https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/
https://sumut.inews.id/berita/praktik-judi-togel-singapuradilabuhanbatudibongkar-polisi/2
https://sumut.inews.id/berita/praktik-judi-togel-singapuradilabuhanbatudibongkar-polisi/2
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3. Undang — Undang
Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
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LAMPIRAN

A. -Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort
Kabupaten Labuhanbatu dalam menegakan hukum terhadap perjudian online
yang ada di Kabupaten Labuhanbatu?

2. Apa program kerja dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kabupaten
Labuhanbatu dalam melindungi dan menegakan hukum di Kabupaten
Labuhanbatu?

3. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas menegakan hukum
terhadap perjudian online di Kabupaten Labuhanbatu?

4. Bagaimana cara Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kabupaten
Labuhanbatu dalam menghadapi kendala yang ada dalam menegakan hukum
terhadap perjudian online di Kabupaten Labuhanbatu?

5. Sejauh mana tanggungjawab Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort
Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi wilayah kabupaten labuhanbatu
terhadap perjudian online yang ada di Kabupaten Labuhanbatu?

6. Apakah ada pelaku kejahatan judi online yang dihukum lalu merasakan efek jerah
terhadap hukuman tersebut dan tidak melakukan kejahatan itu lagi? Alasannya?

7. Bagaimana Koordinasi antar Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort
Kabupaten Labuhanbatu dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah
Sumatera Utara?

8. Apakah program yang dibuat sudah cukup dalam menangani maraknya perjudian
online di Kabupaten Labuhanbatu tersebut? Atau perlu adanya program

tambahan?
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9. Dengan upaya yang dilakukan sekarang oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian
Resort Kabupaten Labuhanbatu apakah sudah cukup efektif dalam penanganan
maraknya Perjudian Online di Kabupaten Labuhanbatu?

10. Menurut Bapak/lbu maraknya perjudian online yang ada di Kabupaten
Labuhanbatu ini disebabkan oleh apa? Solusi apa yang tepat dalam penangan

masalah tersebut?
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N SUSKA

Resor Labuhanbatu)

I1Slan

| Kepol
iptu Muhammad Yasir Ritonga)

imina

(Wawancara dengan Bapak A

(Kantor Satuan Reserse Kr

B. -Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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(Wawancara dengan Bapak Brigpol Fadhli
(Wawancara dengan Bapak Brigpol Muhammad Agus)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



71

N SUSKA

¥

(Wawancara dengan Bapak Brigpol Syahputra)

AL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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(Wawancara dengan Bapak Aipda Indra Dani
(Wawancara dengan Bapak Briptu Agung)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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2. Dilarang mengumumkan dan memperban

\
J

(Wawancara dengan Bapak Bripka Rasyidin)
Labuhanbatu)

(Barang Sitaan Judi Online Jackpot Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor

1, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

/ak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Resor Labuhanbatu)

I1Slan

| Kepoli

imina

4

(Sel Tahanan Kantor Satuan Reserse Kr

_u\),l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
_u__...:mw 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ﬁ: h.m a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
.I/‘.-_\_h__ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAL
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Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu)

%//% - - - - -
(Wawancara serta pengumpulan data kasus Perjudian Online di Wilayah
Kabupaten Labuhanbatu)
(Dokumentasi Penyerahan Surat telah melakukan Riset di Kantor Satuan Reserse

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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SH Selaku Penasehat Organisasi

Masyarakat Pemuda Peduli Umat)

(Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Selaku Tokoh Agama)

(Wawancara dengan Bapak Reza Syaheindra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI’AH & HUKUM

oalal g eyl 3
FACULTY OF SHARI’AH AND LAW
JI. H. R, Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO, Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

UIN SUSKA RIAU Web, www fasih.uin-suska.ac.id Email ; fasih@uin-suska.ac.id
Nomor  : Un.04/F.1/PP.00.9/10653/2021 Pekanbaru,09 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lamp. 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau ;

nely eysns NIN YW eydio yeq o

Nama : DEDY IRWANSYAH

NIM : 11820714774

Jurusan : llmu Hukum S1

Semester . VII (Tujuh)

Lokasi : POLRES LABUHANBATU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
‘PELAKSANAAN TUGAS SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT
LABUHANBATU TERHADAP PERJUDIAN ONLINE.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

NeTy uisedy| ;IJE[(S uejng jo &]!SJBA[U[’] JIUuIejsy ajelsg



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 391177 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45904
TENTANG

Buepun-6uepun 1Bunpulig eidin jeH

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat

Permohonan Riset dari : DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor :
Un.04/F.I/PP.00.9/10653/2021 Tanggal 9 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

{ uebunus

DUE

1. Nama :  DEDY IRWANSYAH

2. NIM/KTP 1 11820714774

3. Program Studi : ILMU HUKUM

4. Jenjang TS

5. Alamat . PEKANBARU

6. Judul Penelitian :  PELAKSANAAN TUGAS SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT
LABUHANBATU TERHADAP PERJUDIAN ONLINE

7. Lokasi Penelitian . POLRES LABUHAN BATU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

ey

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Il sin} eAuey

wejep

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

q

o

Dibuat di :  Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

MU

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
) Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

oy
@)

s DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
» = PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
= = PROVINSI RIAU

AL =

c g

= >

o = Tembusan :

c = Disampaikan Kepada Yth :

; : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

2 ‘ 2. Gubernur Sumatera Utara

;L,‘ Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan

ch 3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
e 4. Yang Bersangkutan
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JI. WR. SUPRATMAN NO. 48 TELP. ( 0624 ) 21113-113
RANTAUPRAPAT

79

Membaca

Mengingat

Memperhatikan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Kebangsaan

Judul Penelitian

Tempat Penelitian

Lamanya Penelitian
Penanggung Jawab
Maksud dan Tujuan

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/005%" /BKBP-111/2022

: Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan'Syarif

Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10653/2021 tanggal 9 Desember 2021,
perihal Permohonan 1zin Penelitian.

: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011

tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagai mana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 201 tent:an?l Perubshan Atas_Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian.

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972
tentang Kegiatan Riset dan Survey dingibkan melaporkan diri kepada
Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. .

3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Labuhanbatu. =

: Proposal Penelitian Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA b

: Dedy Irwansyah.

: Mahasiswa.

: JI. Nenas No.72 Rantauprapat.
: Indonesia.

1" Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Labuhanbatu

Terhadap Perjudian Online”.

: Polres Labuhanbatu.
: 6 Bulan.

: Dr. Zulkifli, M.Ag.

: Melakukan Penelitian.

Akan melaksanakan Penelitian dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bapak Kapolres
Labuhanbatu, dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.

2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud.

3. Harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat

setempat.

4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melapor/mengirimkan hasiinya kepada
Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.

5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum

- selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.

6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang
surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

7. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Tembusan :

auprapat .
Januaﬁa 2022

1. Bapak Bupati Labuhanbatu.

2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.

3. Bapak Kapolres Labuhanbatu.

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU ’
Jalan MH. Thamrin No. 7 Rantauprapat-21411 Rantauprapat, ZZ Februari 2022
Nomor : BI/£29 NIRES.1.24/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIAS
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian dan pengambilan data
kasus TP. Perjudian online. Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM - RIAU

di

Pekanbaru

u.p. Dekan Fakultas Syari’ah & Hukum
1. Rujukan :

a. Undang-undang RI. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

b. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Surat Dekan Fakultas Hukum UIN SULTAN SYARIF KASIM - RIAU Nomor : Un.04/F.|
/PP.00.9/10653/2021, tanggal 09 Desember 2021, tentang Permintaan Izin penelitian/Riset
Mahasiswa UIN SULTAN SYARIF KASIM - RIAU atas nama DEDY IRWANSYAH pada Polres
Labuhanbatu.

d. Nota Dinas Kabag Sumda Polres Labuhanbatu Nomor: B/ND-12/1/SIP.1.1/2021/Sumda tanggal 21
Februari 2022 tentang perintah memfasilitasi mahasiswa atas nama DEDY IRWANSYAH untuk
proses tugas akhir atau Skripsi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan, bahwa
mahasiswa Universitas Labuhanbatu, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : DEDY IRWANSYAH.
NIM : 11820714774.
Semester : VII (tujuh).

Jurusan : limu Hukum S1.

Diberikan izin untuk melakukan peneliian / riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
“PELAKSANAAN TUGAS SATUAN RESERSE KRIMNAL KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU
TERHADAP PERJUDIAN ONLINE”, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. lzin melakukan penelitian/riset semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan akademik.
b. Pengambilan data pada Unit Idik-l Resum Sat Reskrim Polres Labuhanbatu.

c. Kegiatan pengambilan data dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak surat ini
dikeluarkan.

3. Demikian untuk menjadi makium.

Tembusan :

1. Kapolres Labuhanbatu

2. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim-Riau
3. Kabag Sumda Poires Labuhanbatu
4. Kasiwas Polres Labuhanbatu
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